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PUTUSAN
Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama . SAHRUL alias ALLU bin SUNUSI;

2. Tempat Lahir . Bonde;

3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun /9 Oktober 1995;

4. Jenis Kelamin . Laki-laki;

5. Kebangsaan . Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Jl. Nelayan Desa Bonde, Kecamatan
Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi
Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal
22 April 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei
2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei
2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024,

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Polewali, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli
2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali,

sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024,

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal
7 September 2024;
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6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Polewali, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7
Oktober 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Oktober 2024
sampai dengan tanggal 1 November 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri Polewali, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2024;

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024
sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari
2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam tingkat banding;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
Pertama:
Pasal 114 Ayat (1) UU Rl Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau
Kedua:
Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor
12/PID.SUS/2025/PT MAM tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MAM
tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Polewali Mandar sebagai berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Alias ALLU Bin SUNUSI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman”, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL Alias ALLU Bin
SUNUSI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun
dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal
0,1025 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir
0,0513 gram);

- 1 (satu) buah kaca pirex;

- 2 (dua) buah korek api (korek gas);

“dipergunakan dalam perkara ARDI Alias A'DI Bin AMIRULLAH”

5. Menetapkan agar Terdakwa SAHRUL Alias ALLU Bin SUNUSI

membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor
210/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Alias ALLU Bin SUNUSI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa
hak menguasai Narkotika golongan | bukan tanaman” sebagaimana
dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-
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(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal
0,1025 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir
0,0513 gram);

- 1 (satu) buah kaca pirex;

- 2 (dua) buah korek api (korek gas);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk “dipergunakan dalam

perkara ARDI Alias A'DI Bin AMIRULLAH";

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 210/Akta Pid.Sus/2024/PN
Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9
Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Polewali Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru
Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada
tanggal 10 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa,;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut tidak
mengajukan memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara
yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Polewali masing-
masing untuk Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor
210/Pid.Sus/ 2024/PN Pol dan untuk Terdakwa juga tanggal 10 Desember
2024 dengan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pol;
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Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari
dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Polewali Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 4
Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi
berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) UU Rl Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas dakwaan tersebut oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti
Narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya relatif sedikit yaitu 0,0513
gram dan Terdakwa tidak ditemukan terlibat dalam peredaran gelap
Narkotika serta Terdakwa belum pernah dihukum, serta merujuk pada Surat
Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, Majelis Hakim
dapat menyimpangi pidana penjara minimum khusus yang diatur dalam
Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan oleh karena semua
unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak
terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan
pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu
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bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak
pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1)
KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum
tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi
dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang
dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat karena dianggap
cukup dan adil serta menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggat
Pertama,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan
hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang memberatkan
dan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan
Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding
oleh karenanya tidak ada yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Polewali Nomor
210/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024, yang dimintakan
banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini
Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan
yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingka banding
Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan
Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang
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Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa
tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan pasal 197 ayat (1)
huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana
tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILLI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 210/Pid.Sus/
2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024, yang dimintakan banding
tersebut;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikanlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Sulawasi Barat pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh
Sutiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H. dan Jarihat
Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H.
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sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
Ttd Ttd

SADRI, S.H., M.H. SUTIYONO, S.H., M.H.
Ttd

JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

ANWAR, S.H.

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus
Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Banding Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Harly Yunus S.H. - 196710261991031003 Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS) 2005/ AR 0-
Digital Signature www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron“
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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